
  
Standar EITI tentang Transparansi BUMN, 
Pembayaran Sosial, dan Pembayaran dan 
Transfer kepada Daerah 
 

 
 

Ronald Tambunan 
Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif 
 
Disampaikan dalam acara Semiloka “Pelaksanaan Transparansi dan 
Upaya Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia” 
Bandung, 12 November 2014 

http://eiti.ekon.go.id 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG 
PEREKONOMIAN 

http://eiti.org/document/standard
http://eiti.org/document/standard


Outline 

1. Latar Belakang 

2. Transparansi BUMN 

3. Transparansi Pembiayaan Sosial (Social expenditure) 

4. Pendapatan Daerah 

• Transparansi Pembayaran ke Daerah (Sub-

national payments)  

• Transparansi Transfer ke Daerah (Sub-national 

transfer)  



Latar Belakang 

Laporan I  

Tahun 2009 

Laporan II  

Tahun 2010-2011 

Laporan III  

Tahun 2011-2012 

Laporan EITI Indonesia 



Standar Transparansi Global EITI  
(Untuk pelaporan selanjutnya) 
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Transparansi BUMN 
State Owned Enterprise Transparency 



• Peran BUMN dapat berperan dominan pada sektor industri ekstraktif 
• BUMN seringkali mempengaruhi kegiatan komersial, peraturan dan 

kebijakan 
• Di negara-negara yang memiliki perusahaan minyak atau pertambangan 

nasional besar, pendapatan ekstraktif hampir selalu bergantung apakah 
BUMN-nya memiliki tata kelola yang baik, berperan penting dan akuntabel 
terhadap kepentingan nasional. 
 

 

Badan Usaha Milik Negara BUMN 

Tantangan Tata Kelola yang Umum 
 

 Retensi BUMN atas dimasukkannya pendapatan ke kas negara. 
 
 Risiko Tata Kelola tinggi: otonomi, sering dipolitisasi, pengawasan yang lemah, 

peran ganda dan konflik kepentingan 
 



BUMN Badan Usaha Milik Negara 

Apa yang disyaratkan oleh EITI : 
Peraturan hub finansial BUMN – Pemerintah (§3.6(a)) 
Quasi-fiscal expenditures BUMN(§3.6(b)) 
Tingkat kepemilikan BUMN (§3.6(c)) 
Transfer pemerintah oleh BUMN (§4.2(c))  

 
 
 
 



Transparansi BUMN 

Requirements: 

• Memasukaan di dalam laporan EITI penjelasan mengenai 

peraturan/ketentuan dan praktek yang berlaku mengenai 

hubungan finansial antara pemerintah dan BUMN (Requirement 

3.6.a). 

• Disclosure  pengeluaran quasi-fiscal, seperti pembayaran untuk 

pelayanan sosial, subsidi BBM, dll (Requirement 3.6.b). 

• Disclosure dari pemerintah dan BUMN mengenai tingkat manfaat 

dari kepemilikan masing-masing pihak termasuk anak 

perusahaan dan perusahaan patungannya (Requirement 3.6.c).  

• MSG harus dapat memastikan proses pelaporan yang 

komprehensif mengenai peran BUMN termasuk pembayaran 

yang material kepada BUMN dan transfer antara BUMN dan 

pemerintah lainnya (Requirement 4.2.c)   

  

 



CONTOH  
Tingkat kepemilikan 





Contoh : Laporan EITI Kazakhstan 2013 

Mengungkapkan quasi-fiscal expenditures 



Transparansi Pembiayaan Sosial 
Social Expenditure Transparency 



Tantangan umum dalam tata kelola 
 
 Masyarakat tidak sejalan dengan perusahaan (ekspektasi tidak sesuai). 
 
 Peluang penyuapan (bribery), dana digunakan untuk mendapatkan 

legitimasi masyarakat. 
 

 Kurangnya koordinasi dengan rencana pembangunan lokal.  
 

 
 
 

 

  Pembiayaan Sosial PS 

Sejalan dengan membayar setoran negara, perusahaan ekstraktif memberikan 
lapangan kerja, menjalankan program CSR, dan sering mendorong kepedulian 
sosial seperti bantuan pendidikan, infrastruktur, atau mengatasi masalah 
lingkungan.  



AR 

SR 

   Pembiayaan Sosial PS 

Apa yang disyaratkan oleh EITI: 
Pembayaran sosial yang bersifat 
wajib (§4.1(e)) 



Transparansi Pembiayaan Sosial 

Requirements 4.1.e: 

Pembukaan (disclosure) pembiayaan sosial yang material oleh 

perusahaan yang berdasarkan diatur dalam regulasi maupun kontrak 

dengan pemerintah, bila dimungkinkan harus dapat direkonsilisasi 

dan dimasukkan dalam Laporan EITI 

• Manfaat dalam bentuk in-kind 

• Apabila rekonsiliasi tidak dapat dilakukan, Laporan EITI harus  

mencakup disclosure  transaksi unilateral dari Perusahaan dan / 

atau pemerintah . 

• Apabila MSG sepakat bahwa pembiayaan sosial dianggap 

material, MSG didorong untuk dapat menggambarkan proses ini.  



Contoh Transparansi 
Pembiayaan Sosial, Kazakhstan 



Pendapatan Daerah 
Sub-national revenues 



Pendapatan Daerah PD 

Kebijakan mengenai pendapatan daerah menentukan manfaat yang 
diterima oleh masyarakat daerah penghasil termasuk porsi pendapatan 
yang tersedia untuk daerah tertentu. 

Tantangan umum dalam tata kelola pendapatan daerah di beberapa negara: 
 

 Konflik seputar siapa yang berhak menerima bagi hasil. 
 
 Kapasitas teknis pemda umumnya rendah dalan negosiasi dan monitor. 
 
 Koordinasi yang lemah dan asimetri informasi dengan pemerintah pusat.  

 
 Belanja  yang kurang efektif atas pendapatan dari migas dan tambang di tingkat 

daerah.  
 



AR 
Pendapatan Daerah PD 

Apa yang disyaratkan oleh EITI : 
Pembayaran/pendapatan langsung (§4.2(d)) 
Transfer ke daerah (§4.2(e)) 



Transparansi Pembayaran Daerah 
Sub-national payments 



Transparansi Pembayaran Daerah 

Requirements 4.2.d: 

• MSG diminta untuk dapat menetapkan apakah pembayaran 

langsung yang dilakukan oleh perusahaan ke daerah dapat 

dikatakan material apa tidak.  

• Apabila hal tersebut dianggap material, maka pembayaran daerah 

dan buktinya diminta untuk dapat dibuka dan direkonsiliasi dalam 

Laporan EITI. 



Contoh Transparansi Pembayaran 
Daerah, Peru 



Transparansi Transfer ke Daerah 
Sub-national transfer 



Transparansi Transfer ke Daerah 

Requirements 4.2.e: 

• Apabila suatu negara mempunyai regulasi yang mengatur tentang 

Transfer ke Daerah, maka Transfer ke Daerah diminta untuk dapat 

dibuka dan direkonsiliasi dalam laporan EITI 

• Laporan EITI harus memuat formula perhitungan Transfer ke 

Daerah  



Contoh Transparansi Transfer Ke 
Daerah, Ghana 



Contoh Formula Bagi Hasil, 
Peru 




